
jdih.pontianakkota.go.id 

 

 

 

 

 
WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR  52 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA  
NOMOR 11 TAHUN 2016   

TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PONTIANAK, 

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan 
Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah 
Kota Pontianak perlu disesuaikan dengan 
kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan 

daerah Kota Pontianak;  
  b. 

 

 
 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota 
Pontianak; 
 

Mengingat 
 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
  2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 

Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang – Undang 
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – 

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

SALINAN 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 

Nomor 2756);    
  3. 

 
 
 

 
4. 
 

 
 

 
5. 
 

 
 

 
 
6. 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

 
  7. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4456); 

 
  8. 

 

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009  tentang  

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  10. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256); 
 

  11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  12. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 
 

  14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 
 

  15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 255); 
 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 
 

  17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); 
 

  18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 
Nomor 3 Seri E Nomor 3); 
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  19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Pontianak Nomor 149); 

  20. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota 
Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 

2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Daerah Kota Pontianak (Berita daerah 

Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 50); 
  

    

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS   
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG 
PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA 

PONTIANAK. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak 

(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 50) sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 
(1) Peserta Jaminan Kesehatan Kota Pontianak adalah:  

a.   fakir miskin dan orang tidak mampu yang telah dilakukan pendataan, 

verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial; 

b.   penduduk kota Pontianak yang menjadi miskin karena pasca bencana 

atau belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

ditentukan berdasarkan rekomendasi TKPKD melalui Dinas Sosial; 
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c.   masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan kriteria  

tidak mampu berdasarkan rekomendasi Dinas Pembina; 

d.   bayi yang dilahirkan oleh Ibu Kandung dari Keluarga yang terdaftar 

sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Pontianak; 

e.   keluarga dan anggota pemadam kebakaran yang belum memiliki 

jaminan asuransi yang dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi 

oleh instansi yang menyelenggarakan urusan bidang pemadam 

kebakaran di Kota Pontianak; 

f.   keluarga dan penderita Thalassemia yang belum memiliki jaminan 

asuransi yang dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi oleh Dinas 

Kesehatan Kota Pontianak; dan 

g.   orang tidak mampu yang dikarenakan kondisi tertentu tidak dapat 

membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya. 

 
(2) Penetapan peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 8 Agustus 2018  
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

                ttd 
 

 SUTARMIDJI 

 
 

 
Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 8 Agustus 2018  

 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 

 
                               ttd 
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  URAY INDRA MULYA 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 52 


